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Abstract

The concept of husband-wife relations in the KHI which states that the
husband is the head of the family and the wife is the housewife has carried a
negative stigma. Husbands feel entitled to everything, do not provide freedom
for their wives, religious arguments are often used to justify arrogance so it is
not surprising that domestic violence (KDRT) often occurs. This concept in
today's social situation is seen as having given rise to legal injustice and is
irrelevant, especially from a gender justice perspective. The aim of this

ARTICLE INFO  research is to further examine the concept of husband-wife relations in the
Article history: ~ KHI from the perspective of mubjadi theory. Practically, this study is expected
Received to give birth to a new paradigm for the concept of husband-wife relations and
July 20,2024  can be accommodated in the articles of the KHI. The type of research used is
Revised library research. This research is qualitative in nature using descriptive-
August 21, qualitative techniques to clearly describe the concept of husband-wife
2024 relations in KHI and then analysis is carried out using mubjadi theory. The
Accepted results of the research conclude that the concept of husband-wife relations in
September 05,  the KHI, namely article 79 paragraph 1 concerning the position of husband
2024 and wife and articles 80, 84 and 152 concerning nusyuz in the perspective of

Mubjadi theory is considered gender biased because it is not equal and not
egalitarian. The concept of husband-wife relationship must be built on the
basis of pairing (zawaj), mutuality (mubjadi), partnership (mu'awanah), and
cooperation (musyarakah). Therefore, it is necessary to immediately
reconceptualize KHI so that the concept of husband-wife relations is fair and
can support the creation of a sakinah mawaddah and warahmah family.
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PENDAHULUAN

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
menarasikan konsep relasi suami-istri dengan pola hierarkis patrilinial dan tidak setara.
KHI merumuskan bahwa suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban utama memberi
nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai peran domestik terbatas, yaitu
mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga dan yang utama adalah berbakti pada
suami. Perempuan dengan segala kemampuan yang dimiliki dianggap sebagai the second
person yang kehidupannya hanya bergantung pada laki-laki dan tidak bisa hidup
mandiri.(Nazam et al., 2024) Terlebih dalam lingkup keluarga, perempuan sangat rentan
mengalami ketidakadilan, baik berupa larangan untuk beraktifitas di luar rumah ataupun
larangan lainnya yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak.(Najwah, n.d.)
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Pembagian peran tersebut ternyata membawa implikasi yang signifikan dalam
kehidupan berkeluarga. Suami merasa sebagai kepala rumah tangga yang berhak atas
segalanya, dalil agama dan regulasi sering digunakan untuk menjustifikasi arogansi, dalam
banyak hal perempuan hanya dijadikan sebagai objek, sehingga tak heran jika kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) kerap terdengar di telinga. Atas dasar tersebut, jelas bahwa
KHI sebagai regulasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara hukum
Islam sangat tendensius, ambivalensi, ambiguity dan tidak berkeadilan. KHI karena
dianggap tidak relevan terlebih dilihat dari perspektif keadilan gender.(Hermanto &
Ismail, 2020)

Konsep relasi-suami istri yang terdapat dalam KHI dalam situasi sosial hari ini
dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan. Karena pada
kenyataannya perempuan dalam institusi keluarga bukan lagi dipandang sebagai
subordinasi laki-laki, terbukti bahwa dalam realitas sosial saat ini banyak perempuan
yang memiliki peran dan posisi penting dalam struktur sosial masyarakat. Perempuan
juga terbukti memiliki kecakapan dalam bertindak, kecerdasan dalam memilih dan
kemandirian dalam urusan transaksional. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan
pengkajian ulang terhadap konsep relasi-suami istri yang terdapat dalam kompilasi
hukum Islam.

Ada beberapa penelitian terkait relasi suami-istri, diantaranya penelitian yang
dilakukan oleh Fahmi Basyar dalam jurnal Ekonomi dan Hukum Islam dengan judul
“Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974”,(Basyar, 2020) Siti Khoirotul Ula “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif
Mubadalah dan Relevansinya Di Indonesia,(Ula, 2021) Faisal Haitomi “Relasi Suami-Istri
dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho
Suami),(Haitomi, 2021) tentu beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis, karena problem akademik yang akan diuraikan pada artikel ini
adalah Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Fikih Mubadalah. Kajian ini akan dimulai
dengan menganalisa secara seksama konsep relasi suami-istri dalam KHI kemudian hasil
dari analisa tersebut akan ditinjau dari perspektif fikih mubadalah.(Bunyamin et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam terkait konsep relasi
suami-istri dalam KHI dengan perspektif teori mubadalah, secara praktis kajian ini
diharapkan melahirkan paradigma baru dan menjadi bahan masukan adanya
rekonseptualisasi relasi suami-istri dalam KHI sehingga konsep relasi suami-istri yang ada
benar-benar berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan
istilah library research, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang
berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal
maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini
bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara
jelas konsep relasi suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan kemudian dilakukan
analisis dengan menggunakan teori mubadalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai disusun pada tahun 1985 dan selesai pada
tahun 1991 atas dasar keputuan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Agama pada 21 Maret 1985. KHI merupakan rumusan hukum Islam yang disusun
dalam bahasa undang-undang dan telah mendapatkan justifikasi dari Negara untuk
dijadikan hukum positif bagi umat Islam di Indonesia.
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KHI adalah produk politik sehingga isi dari pasal-pasal yang ada di dalamnya
hanya mengadopsi nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang bertujuan
sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, tidak heran apabila pasal-pasal yang ada
dalam KHI cenderung bercorak patriarkhis, hirarkhis dan menempatkan perempuan
sebagai objek. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:(Nafisah, 2008)

1. Kajian Kitab-kitab Figih Klasik
Kitab-kitab tersebut berjumlah 38 kitab fikih, diantaranya yaitu Fathul Muin,
Fathul Wahab, Bajuri, al Mahalli dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa KHI sejatinya
hanya mendaur ulang pendapat para ulama pada abad pertengahan.(Chaniago et
al, 2023) Dimana pada abad tersebut kehidupan perempuan hanya dibatasi oleh
tembok rumahnya sedangkan dunia publik menjadi otoritas laki-laki. Maka tidak
heran apabila sebagian pasal dari KHI dianggap bias gender.(Evendia et al., 2022)

2. Studi Banding ke Negara-negara Islam
Negara-negara yang dijadikan tujuan studi banding dalam rangka penyusunan
KHI adalah Maroko, Turki dan Mesir. Negara-negara tersebut memiliki system
social yang sama dengan Indonesia yaitu system patriarkhi.(Al Faruq et al., 2024)

3. Tokoh yang terlibat
Penyusunan KHI melibatkan 382 orang dan mayoritas didominasi oleh laki-laki
yakni berjumlah 366 orang dan sisanya adalah dari tokoh perempuan (16 orang).
Mayoritas tokoh-tokoh penyusun tersebut berlatar pendidikan Pondok Pesantren
dan kampus Islam Indonesi dan Timur Tengah. Dari latar belakang sosiokultural
dan jenis kelamin telah tergambar bahwa KHI tidak merepresetasikan
pengalaman, pengetahuan dan kepentingan perempuan.

B. Relasi Suami-Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Suami-istri adalah subjek hukum perkawinan, relasi keduanya harus diatur
dalam sebuah aturan hukum yang dapat mengikat keduanya. Terkait konsep relasi
suami-istri tersebut diatur dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban Bersama suami-isteri. Hal ini

dijelaskan pada pasal 77 ayat 1,2,3 dan 4.

a) (1) memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan
masyarakat. Setelah terbentuk melalui akad nikah, seharusnya suatu keluarga
dibangun atas dasar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan
saling kerjasama demi terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan hukum
Islam.(Wahid & Nuriyah, 2001)

b) (2) saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
batin antara yang satu kepada yang lain.

¢) (3) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,
baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan
agamanya.

d) (4) suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

2. Bagian Kedua tentang kedudukan suami-istri. Hal ini dijelaskan pada pasal 79 ayat

1, 2 dan 3.

a) (1) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

b) (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat.

c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Bagian Ketiga menjelaskan tentang kewajiban suami. Penjelasan tersebut terdapat

pada pasal 80.
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a) (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
sumai istri Bersama

b) (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

¢) (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa

d) (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

anak

3) biaya pendididkan bagi anak

e) (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya

f) (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g) (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

4. Bagian Keenam menjelaskan kewajiban Istri, yaitu pada pasal 83 dan pasal 84:

a) (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam

b) (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik-baiknya.

c) (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah

d) (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya

e) (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah
istri nusyuz

f)  (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

C. Relasi Suami-Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Teori mubadalah dipelopori oleh Fagihuddin Abdul Qodir melalui bukunya
Qira’ah mubadalah. Secara etimologi mubadalah berasal dari bahasa arab J4 yang
berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al-Quran mengulang kata ini dengan
bentuk deriviasinya sebanyak 44 kali. Kata mubadalah adalah masdar dari Jd,-die-
duaw yang menganut wazan Jad-Ja2-da2e dan memiliki faedah kesalingan (dels) dan
kerjasama antara kedua belah pihak (45)liw).(Nashirudin, 2021)

Berdasarkan pengertian di atas maka mubadalah dapat dipahami sebagai
bentuk kerjasama antara dua pihak yang akan menghasilkan sebuah
relasi/kemitraan, menumbuhkan semangat kerja, dan prinsip resiprokal. Relasi atau
kemitraan tersebut dapat terjadi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat,
orang tua dan anak, guru dan murid maupun antara laki-laki dan perempuan, baik
domestik maupun publik.(Wathani et al.,, 2022)

Secara istilah kemudian mubadalah digunakan sebagai metode interpretasi atau
pembacaan terhadap teks-teks keislaman yang memperlakukan laki-laki dan
perempuan sebagai objek yang setara. Metode ini digunakan sebagai usaha untuk
mengangkat derajat perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Quran
sekaligus membawa spirit kesetaraan gender dalam teks-teks keislaman. Metode
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penafsiran teks-teks suci seperti ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi laki-
laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.(Muna, 2023)

Perkawinan merupakan fasilitas yang diberikan agama untuk mengatur pola
hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya saling mencurahkan kasih sayang
dan bersama-sama meraih keberkahan.(Wahyudi et al., 2024) Sebagai ibadah mulia
yang disakralkan, perkawinan menuntut untuk dilakukan atas dasar kerelaan, penuh
tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Ismail et al.,
2024) Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah
warahmah. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tentu diperlukan dukungan
metode penalaran baru dalam memahami teks-teks agama dan yang relevan dalam
hal ini adalah teori mubadalah.

Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi bagi Fagihuddin dalam
menemukan teori mubadalah.

Sl ale & ) R A xe Ka&1 G \ﬁju@m,uwga,‘;u\usawem;u S

13. 0 mankind, indeed We have created you from male andfemale and made you
peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the
sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

U‘Muﬁmﬁ\ﬁ‘ c_uﬂ\ u.m\c Y}mlsl\ ‘}{jd&@i\ Y;ebﬂ\ )g_.ﬂ‘ Y}‘m\).um\}lu‘)( \).\.A\t; u.\ﬂ\ L@.ﬂ.\
Ty 158 ol Al aazadl ce Ksia o o P u\ uu(as-m)a-\ Y5 \,auu.uﬁua 133 Bsla s 255
Al S T 5T 18T &5l AT e \,J,tu\z}d,ms\,)m

2. 0you who have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the
sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them]
or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their
Lord and [His] approval. But when you come out of ihram, then [you may] hunt. And do
not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead
you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin
and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty.

ol 15805 Flas 15 Vs Laghe &5 6335 ke G185 Biay ol a WSGIA il es-u 58T il L«—'b
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1. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it

its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah,

through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an
Observer.

Ayat-ayat di atas memberikan pesan akan pentingya kemitraan, kerjasama dan
relasi, termasuk di dalamnya relasi suami istri dalam upaya membentuk keluarga
sakinah mawaddah warahmah. Karena tujuan agung perkawinan tidak akan tercapai
apabila masih terjadi diskriminasi dalam rumah tangga yang menganggap bahwa laki-
laki adalah superior dan perempuan adalah inferior.

Metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari
tiga langkah yang bersifat kronologis yaitu, pertama, menemukan prinsip-prinsip
ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan dan
basis untuk menemukan gagasan prinsip berupa keseimbangan, kesalingan dan
keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Kedua, menemukan gagasan utama yang
terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Pada tahapan ini secara
sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkn subjek dan objek yang ada pada teks,
lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan dimubadalahkan.
Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada kelamin yang tidak
disebutkan dalam teks.(Sani’atin, 2023) Sehingga teks tersebut tidak terhenti pada
satu jenis kelamin tetapi juga mencakup jenis kelamin lain:
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1.
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Kedudukan Suami-Isteri Perspektif Teori Mubadalah

Model relasi yang dibangun dalam KHI tentang kedudukan suami-istri
adalah bercorak patriarkhis dan hirarkhis struktural, hal tersebut tercermin dari
penempatan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah
tangga (pasal 79 (1)), juga pada pasal 80 ayat 1-4 yang menyebutkan bahwa
kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung
nafkah istrinya. Sementara itu, kewajiban istri yang utama sebagaimana diatur
dalam pasal 83 ayat 1 adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam
batas yang diperkenankan oleh hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban
yang satu ini, maka istri dianggap nusyuz (pasal 84 (1)).

Kedudukan suami-istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam
KHI banyak merugikan perempuan. Suami sebagai kepala keluarga sehingga
berkewajiban; (1) memberi nafkah, pakaian, dan rumah; (2) melindungi istri dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Formulasi hukum di atas sangat
jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran
berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini
berimplikasi pada wupaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi
perempuan.(Nafisah, 2008)

Konsep relasi suami-istri tersebut juga dianggap bias gender karena tidak
equalitas dan tidak egaliter. Oleh karenanya butuh rekonseptualisasi dengan
perspektif teori mubadalah. Terkait relasi suami-istri Allah telah menjelaskan
dalam flrmanNya QS. Al Baqarah A87:
;sgaumfsﬂm\uytfxﬁses;m\g;u@wueu\,eﬁwu@esu‘;ms)\eud\meﬁw
A}»‘X\leu&‘ﬁ\M\?ﬁum‘f;\yy\} \gs,essmusu\}._u\;u;, ; uJuesx_u;J
Au\umqhsuyﬁ,um JJJ}&M‘@U}S& e—!—"}&j)&-\-’y‘j&j\é\?w‘ \}A.!\ M‘U“

L)}S-‘-‘ ?QJ:J w\-\ﬂ 4.\4\;

187. It has been made permissible for you the night preceding fasting to go
to your wives [for sexual relations]. They are clothing for you, and you are clothing
for them. Allah knows that you used to deceive yourselves, so He accepted your
repentance and forgave you. So now, have relations with them and seek that which
Allah has decreed for you. And eat and drink until the white thread of dawn
becomes distinct to you from the black thread [of night]. Then complete the fast
until sunset. And do not have relations with them if you are staying for worship in
the mosques. These are the limits [set by] Allah, so do not approach them. Thus
does Allah make clear His ordinances to the people that they may become
righteous.

Ayat di atas lugas menjelaskan kedudukan yang setara antara suami-istri,
tiada pembeda bagi keduanya, sehingga pola relasi yang dikehendaki adalah relasi
saling membutuhkan, antara suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama,
oleh karenanya harus sama-sama menghormati dan menjaga antara satu sama lain
sehinga sakinah mawaddah warahmah (penuh ketenangan dan kasih sayang)
bukan hanya sebagai slogan formalitas belaka tapi menjadi sebuah pencapaian
akhir dari sebuah perkawinan.

Ayat tersebut juga menjadi dasar lahirnya konsep relasi suami-istri dalam
teori mubadalah yang dibangun atas dasar berpasangan (zawaj), kesalingan
(mubadalah), kemitraan (mu’awanah), dan Kerjasama (musyarakah). Dengan
mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah
tangga tentu akan sulit mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Model relasi suami-istri bercorak patriarkhis dan hirarkhis struktural yang
dianut KHI sepertinya mendasarkan pada QS. An-Nisaa’ (4): 34:
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34. Men oversee women by [right of] what Allah has given one over the
other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous
women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah
would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first]
advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them.
But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is
Exalted and Grand.

Teori mubadalah memahami ayat tersebut berkaitan dengan persoalan
kepemimpinan/tanggung jawab laki-laki (suami) kepada perempuan (istri)
dengan dua syarat yang melekat, yaitu kemampuan/kapasitas dan nafkah
harta.(Syahriyati, 2020) Artinya bahwa berkaitan dengan fungsi dan tanggung
jawab laki-laki sebagai seseorang yang secara umum memiliki kapasitas, keahlian,
kemampuan dan harta lebih bukan sebagai (jenis kelamin) laki-laki semata.
Dengan mempertimbangkan ayat lain yang menyatakan bahwa manusia
diunggulkan karena iman dan amal perbuatannya maka ayat tersebut tidak bisa
dijadikan dalil superioritas jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

QS. An-Nisaa’ (4): 34 tersebut apabila diterjemahkan menggunakan teori
mubadalah yang mana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka
tafsirannya adalah “mereka yang memiliki keutamaan dari Allah dan harta yang
digenggam  (laki-laki/perempuan) bertanggung jawab untuk menafkahi
keluarga”.(Kodir, 2021) Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang
berbicara mengenai tuntutan tehadap mereka yang memiliki keutamaan (fadl) dan
harta (nafaqah) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu
dan tidak memiliki harta.(Al Mustaqim et al., 2024)

Penyebutan laki-laki secara eksplisit dalam teks ayat tersebut karena
berdasarkan kondisi riil yang terjadi saat ayat diturunkan sehingga secara
substansi ayat tersebut mengarah kepada siapa saja yang memiliki harta
berkewajiban menanggung anggota keluarga yang tidak memilik harta tidak
memandang jenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Dalam perspektif teori mubadalah, teorisasi tentang nafkah dibuat sangat
fleksibel, yaitu dengan menggunakan asas kesalingan. Pemberian nafkah adalah
hak dan kewajiban bersama, harta yang dihasilkan oleh keduanya juga menjadi
milik bersama, tidak diperkenankan satu pihak memonopoli dengan menguasai
seluruh harta yang dihasilkan. Karena harta tersebut adalah harta bersama yang
dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Tentu tanggung jawab bersama ini
disesuaikan dengan hasil musyawarah, apakah suami saja yang bekerja, istri saja
yang bekerja, atau keduanya. Urusan domestik juga tidak hanya merupakan
kewajiban istri untuk mengurusnya, melainkan juga kewajiban bagi suami.

Dengan demikian, implikasi teori mubadalah dalam hal relasi suami-istri
adalah meniscayakan seorang istri untuk menjadi kepala rumah tangga jika suami
tidak bisa atau tidak mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dengan
disertai asas musyawarah di setiap pengambilan keputusan. Sebab, asas yang
paling utama dalam keluarga adalah kesalingan dan tolong menolong.(Ula, 2021)
Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah

Konsep nusyuz telah dinash di dalam teks Al-Quran yaitu pada QS. An-Nisa’:
34 dan 128, yaitu:
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34. Men oversee women by [right of] what Allah has given one over the
other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous
women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah
would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first]
advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them.
But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is
Exalted and Grand.

cipnmdly T altally aka Wi Wlia of Tagle 2158 36 Wal o2 311558 Ly ba 2818 B340 o1
I bt Uy OIS af 0815 1 o5 5207 1

128. And if a woman fears from her husband contempt or evasion, there is
no sin upon them if they make terms of settlement between them - and settlement
is best. And present in [human] souls is stinginess. But if you do good and fear
Allah - then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.

Ulama tafsir secara umum memahami ayat di atas dengan mempolarisasi
bahwa QS. An-Nisa: 34 mengandung pesan tentang nusyuznya seorang istri
kepada suami, sedangkan QS. An-Nisa’: 128 berbicara tentang nusyuznya seorang
suami kepada istri. Berbeda dengan KHI, meskipun secara tekstual Al-Quran telah
lugas menjelaskan tentang nusyuz suami dan juga nusyuz istri, akan tetapi KHI
hanya mengakomodir tentang nusyuz istri dan meniadakan nusyuz suami, hal
tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pada pembacaan pasal 80, 84 dan 152.

Meskipun KHI tidak memberikan definisi secara tekstual tentang makna
nusyuz, akan tetapi dengan menelaah pasal 80, 84 dan 152 dapat disimpulkan
bahwa nusyuz adalah perbuatan tidak patuhnya seorang istri (durhaka) terhadap
suami dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu kedurhakaan suami terhadap istri.
Pernyataan tersebut tentu terkesan searah, seolah-olah hanya istri yang
membangkang/durhaka dan suami tidak ada pembangkangan. Realitanya
pembangkangan/kedurhakaan dapat terjadi baik dilakukan oleh istri maupun
suami. Inilah yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa KHI diskriminatif dan
memarginalkan kaum perempuan. Atas doktrin KHI tersebut juga dapat berakibat
buruk bagi kaum perempuan yaitu maraknya terjadi “penindasan” dan
“penjajahan” dalam kehidupan rumah tangga.(Mukhlisin & Iwannudin, 2022)

Pemahanan tentang konsep nusyuz dengan perspektif lain ditawarkan
Fagihuddin melalui teori mubadalahnya. Dalam perspektif mubadalah nusyuz
adalah antonim dari taat, keduanya bersifat resiprokal, karena suami dan istri
dituntut memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan kebaikan (dar’ul
mashalih) dan menghindarkan dari segala keburukan (dar’ul mafasid) dalam
rumah tangga.(Kodir, 2021). QS. An-Nisa; 128 jika dipahami menggunakan teori
mubadalah maka substansinya adalah adanya kekhawatiran dalam sebuah relasi
suami-istri, yaitu terdapat pihak yang sudah mulai merasa tidak nyaman, enggan
dan bahkan ingin berpaling kepada yang lain, tentu hal ini bisa terjadi baik dari
pihak istri ataupun pihak suami. Oleh karena itu, QS. An-Nisa; 128 mengajak
keduanya untuk berdamai dan kembali kepada komitmen semula sebagai
pasangan yang saling mencintai dan mengasihi dengan cara selalu berbuat baik
(ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan buruk terhadap
pasangan.(Kodir, 2021)

Secara tekstual QS. An-Nisa: 35 berbicara tentang istri yang membangkang
(nusyuz) terhadap suami, tetapi secara resiprokal ayat ini juga berbicara kepada
suami yang durhaka (nusyuz) kepada istri.(Nauval & Nasution, 2022) Jika ini
terjadi maka sampaikan kepada yang melakukan nusyuz baik istri atau suami
nasehat-nasehat kebaikan (fa’izhuhunna), lalu berikan kesempatan kepada
keduanya untuk bermuhasabah/introspeksi diri dengan memberi kesempatan



untuk menyendiri dengan cara pisah ranjang (wahjuruhunna filmadhaji’) agar
tidak terganggu oleh pasangan. Tujuannya adalah dapat mengembalikan pasangan
tersebut pada ketaatan dan menjaga kembali komitmen awal untuk hidup bersama
membangun keluarga sakinah mawaddah warahmabh.

Tahapan berikutnya untuk mengembalikan pasangan pada ketaatan adalah
dengan cara memukul (wadlribuhunna). Dalam perspektif mubadalah pemukulan
dan segala jenis kekerasan tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada siapapun
terlebih kepada pasangan (suami/istri). Karena pemukulan/kekerasan
bertentangan dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu untuk
mewujudkan relasai yang saling membahagiakan dan penuh kasih sayang.(Kodir,
2021) Sehingga memukul pada teks tersebut bisa diartikan sebagai tindakan tegas
dan terukur bukan untuk memukul apalagi hingga melukai. Selain itu
pemukulan/kekerasan juga bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.

Aisyah RA berkata: Rasulullah Saw tidak pernah memukul seseorang sama
sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya). (HR. Muslim, no. 6195).

QS. An-Nisa’: 34 dan 128 tersebut dalam perspektif mubadalah mengandung
makna bahwa nusyuz dapat terjadi dan berlaku pada istri dan suami. Sehingga
rumusan yang relevan terhadap konsep nusyuz secara umum adalah segala
tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya
yang memudarkan atau melemahkan, atau bisa memutus serta mengancam ikatan
pernikahan, apapun itu bentuknya.

KESIMPULAN

Konsep relasi suami-istri dalam KHI yaitu pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-
istri dan pasal 80, 84 dan 152 tentang nusyuz dalam perspektif teori mubadalah dianggap
bias gender karena tidak equalitas dan tidak egaliter. Konsep relasi suami-istri harus
dibangun atas dasar berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan
(mu’awanah), dan Kerjasama (musyarakah). Oleh karenanya butuh untuk segera
dilakukan rekonseptualisasi terhadap KHI agar konsep relasi suami-istri tersebut
berkeadilan dan dapat menopang terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmabh.
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